
BERITA DERAH

KABUPATENKUTAITIMUR

TAHUN 2019 NOMOR 24

PERATURANBUPATI KABUPATENKUTAITIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN

ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2018

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA

BUPATI KUTAITIMUR,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan

Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6)

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan

Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan

otonomi dan tugas pembantuan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Naunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...
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Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara

Repuhlik Indonesia Nornor 3896), sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5679);
10. Peraturan ...



- 3-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4588);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

16. Peraturan ...
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapakali diu bah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6

Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG

PELAKSANAAN

PENJABARAN

ANGGARANPERTANGGUNGJAWABAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2018.

Pasal 1...



-5-

Pasall

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 144.594.266.979,72

b. Dana Perimbangan Rp 2.291.810.160.981,00

c. Lain-lain Pendapatan Rp 722.689.622.764,07

Daerah yang Sah

Jumlah Pendapatan Rp 3.159.094.050.724,79

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1)Belanja Pegawai Rp 703.515.152.924,25

2) Belanja Subsidi Rp 493.666.000,00

3) Belanja Hibah Rp 121.418.341.612,44

4) Belanja Bantuan Sosial Rp 754.900.000,00

5) Belanja Bantuan Rp 312.767.180.098,00

Keuangan

6) Belanja Tidak Terduga Rp 2.495.595.500,00

Jumlah Rp 1.141.444.836.134,69

b. Belanja Langsung

1)Belanja Pegawai Rp 228.591.340.440,00

2) Belanja Barang & Jasa Rp 953.621.148.864,64

3) Belanja Modal Rp 843.100.468.535,99

Jumlah Rp 2.025.312.957.840,63

Jumlah Belanja Rp 3.166.757.793.975,32

Surplus/ (Defisit) Rp (7.663.743.250,53)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp

Daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp

Daerah

31.095.984.483,80

0,00

Pembiayaan Netto Rp 31.095.984.483,80

23.432.241.233,27Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan

Rp

Pasal2 ...
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Pasal3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

PasaI 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 AGustus 2019

BUPATIKUTAI TIMUR,

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal2 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENKUTAI TIMUR,

RAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 24


